
BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 13 TAHUN 2006 SERI: A

PERATURAN BUPATI MAJAlENGKA

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG:

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005, maka perlu dilakukan
Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 Perubahanatas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang 3
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4548) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4165);

14. Peraturan 4
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); .

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keu~ngan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Keputusan 5
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21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasionaldi Bidang Pertanahan;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan
Tata UsahaKeuanganDaerah dan PenyusunanPerhitungan APBD;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001
tentang Program Pembangunan Daerah PROPEDA) Kabupaten
Majalengka Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2001 Nomor 28, 5eri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002
tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2002 Nomor 20, 5eri A);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2003 Nomor 1, 5eri A);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang
PengelolaanBarang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2003 Nomor 5, 5eri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004
tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan 5ekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2004 Nomor 27, 5eri D) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja 5ekretariat Daerah dan 5ekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten MajaJengkaTahun 2004 Nomor 28, 5eri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 29, 5eri D);

30. Peraturan 6
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004
tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 30, 5eri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2004 Nomor 31, 5eri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004
tentang Renstrada Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008
(Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2004 Nomor 32, 5eri
E);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2005 Nomor 1, 5eri A);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 7, 5eri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor
8,5eri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2005
tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepa/a
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2005 Nomor 10, 5eri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2005 Nomor 12, 5eri E);

38. Peraturan 7
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada
Bank Jabar cabang Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2005 Nomor 20, seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2005
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah
KabupatenMajalengkaTahun 2005 Nomor 14, seri A);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
KabupatenMajalengkaTahun 2006 Nomor 2, seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

PerhitunganAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahun Anggaran 2005
terdiri atas :

a. Pendapatan
1. setelah Perubahan
2. Realisasi

Selisih

b. Belanja
1. setelah Perubahan
2. RealisasiBelanja

5elisih

Surplus

Rp 466.076.529.174,94
Rp 476.261.652.231.70

Rp 10.185.123.056,76

Rp475.785.378.921,94
Rp464.981.468.792.70

Rp (10.803.910.129,24)

Rp 20.989.033.186,00

C. Pembiayaan 9
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c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a) setelah Perubahan
b) Realisasi

Selisih

Rp 15.208.849.747,00
Rp 15.402.344.747,00

Rp 193.495.000,00

2. Pengeluaran
a) setelah Perubahan Rp
b) Realisasi Rp

Selisih
Surplus

5.500.000.000,00
5.500.000.000,00

Rp
Rp 193.495.000,00

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-Iampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR
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Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJAL NGKA,

BERITA ~'ERAH ~UPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR .•.••• SERI .

C:\MY SERVER\lJ)-{)6\lD-PfRBUP-PERHITUNGAN-200S.00c
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